SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATLEN KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2002
TEN1TANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN

d.

o

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .
BUPATI KEDIR],

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sccara efektif
dan efisien sesuai ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang
perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pejsnuikan dan

Pemberhentian Kepala Desa ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu membentuk Peraturan Dacrah tentang Tata Carz Fencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrali-dacrah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Iembasan Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Yomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang Fowenangan

Pemerintali dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan [Lembaran
Negara Republik Indongsia Nomor 3953);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

“engawasan /itas Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Leiabasan Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090); '
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_ Peraturan Femerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum

Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4155

Kepotusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undargan dan Bentuk Rancangan Undang-undeng,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tohun 1999 tentang pencabutan

beberipa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusza Menteri Dalam
Negeri dan Instruksi Menteri Da'.un Negeri taengenai pelaksanaan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang

Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyclenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; |

Keputusar. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Talun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukumn:
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Noror 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Noinor 23 Talun
2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Dacrah ; .
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekreariat DPRD
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D );
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Susanan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Dacrah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D ),

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D );

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah
K abupatan Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D SeriD ),



Dengdn Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,’

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Da' am Peraturamn Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;

2. Pemerintal. Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Eadan Eksckutif Daerah ;

3. Kepala Dacrah, adalah Bupati Kediri ;

4. Unsur Pemetintah Daerah, adalah Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan
Eksekutif Daerah ;
Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah ;
Koordinator Kecamatan, adalah Kepala Kantor Koordinator Kecamatan ;
Kecamatan adalah wilayah keria Camat sebagai perangkar Daerah ;
Camat, adalah Kepala Kecamata,;
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yarg memiliki kewenangan

R R

untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat
berdasarkan nsal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;

10. Pemerintanan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

11. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkai Desa;

12. Kepala Desa, adalah Kepala Dcsa yang bersangkutan di Daerah ;

13. Perangkai Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepala
Dusun ,

14. Penjabat Kepala Desa, adalal Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala
Daerah untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa
dalam kurun waktu tertentu;
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Badan Perwakilan Desa yang sclanjutnya disebut BPD, adalah scbagai
lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, danKeputusan Kepala Desa;

Rapat Desa, adalah kegiatan rapat di Desa yang dihadiri antara lain RT/RW,
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Aparatur Desa dan tokoh masyarakat
sesuai kebutuhan ;

Ketetapan BPD, adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD dengan
melibatkan warga masyarakat Desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
Pemerintahan Desa ;

Keputusan BPD, adalah produk hukum yang dibuat olch BPD berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD ;

Panitia, 3daloh Panitia Pemilihan Kepala Desa :

Penjaringan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa urtuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses
pemilihi n Kepala Desa agar Warga masyarakat mau mendaftarkan diri ;
Penyaririgan, adalah suaty kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala

- Desa berupa penelitian berkas administrasi :

2z,
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Kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa
dan atau pendukungnya untuk mendapatkan simpati pemilih ;

Pemilih, adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik
Indonesia - dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak

pilihnya;

Hak Pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap
pilihannya;

Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calen, adalah

pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ;

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang selanjutnya discbut Calon
Kepala Desa, adalah Bakal Calon yang telah memenvhi persyaratan
administrasi dan telah ditetapkan oleh BPD :

Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah
Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan
suara ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sclanjutnya disebut APBD,
adalah rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan
Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan
pendapatan dan pengeluaran keuangan desa.
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BAB I
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Perailihaa  ®spala Desa  dilaksanakan  melaloi tahap pencalonan dan
pemilihan ;
Kepala Desa dipilih  langsung  olch penduduk Desa dari calon Kepala
Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan ;
Proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilaksanakan karena akan berakhir masa jabatan Kepala Desa atau jabatan
Kepala Dssa lowong ; 2 : :
Dalam melaksanakan tahap-tahap proses pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Desa berkewajiban mengundang
unsur Peinerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan
pengawasan.
BAB I
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dunak ud
dalam pasa' 2 avat (1). BPD membentuk Panitia Pemililian melalui rapat
desa yan;z ditetapkan dengan Ketetapan BPD |

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para
anggota BPD, pengurus lernbaga kemasyarakatan Desa dan tokoh
masyarakat sesuai deagan kebutuhan vaug susunannya sckurang-kurangaya
terdiri dari :

a. Ketua merangkap uﬁggota ys

b. Sckretaris merangkap anggota ,

¢. Bendahara merangkap angpota ; '

e. Seksi-seksi ;

d. Anggota.

Jumlah anggota BPD vang dapat duduk dalam kepanitiaan sebagaimana
dimaksud daiam ayat (1), paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah
anggota DPD tidak termasuk Ketuanya ;

Tugas pokok Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam musyawaral,
BPD.
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Pasal 4

Panitia Pemilihan scbagaimana dim.aksud dalam pasal 3 mempunyai
tugas:;

a. mengajukan besamya biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;

b. melakukan penjaringan dan penyaringan ;

¢. menerima pendaftaran para pemohon ;

d. melakukan penclitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan

persyaratan yang telah ditentukan ;

e. mengajukan Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syaral kepada
BPD untuk Jitetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;-

f. melaksanakan pendaftaran pemilih dan. mengumumkan Daftar Pemilik
Sementara selama 7 (tujuh) hari kerja ;

g. Meneliti dan mengesahkan daftar pemilih tetap ;

h. menentukan bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan kegiatan
Kampanye ;

i. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ;

j- membuat dan menanda tangani Berita Acara dalam setiap tahay. proses
Pemilihan Kepala Desa ; |

Panitia Iemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung

jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPD ;

Panitia pemilihan  yang  terbukti melakukan pélanggaran terhadap

ketentuar. yang berlaku dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,

dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan nerundang-

undangan yang berlaku ;

Hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dibatalkan kecuali

sctelah terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

fticmpunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia P.milihan Kepala Desa ada yang ditetapkan
scbagai Bakal Calon atau berhalangan, maka kcanggotannnya digantikan oleh
anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat
scbagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ditetapkan dengan
Keputusan BPD



BAB IV
HAK MEMILJH DAN DIPILIH
Bagian Pertama
Hak Memilih
Pasal 6

Yang berhak memilib Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga

Negara Republik Indonesia dengan syarai-syarat :

- a. terdaftar secara sah sebagai penduduk desa setempat, sekurang-kurangnya 6

(¢nam) bulan dengan tidak terputus-putus ;

b. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.

Pasal 7

(1) Dala Pemiliban Kepala Desa setiap penduduk Desa setempat Warga

1)

‘Megara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalem pasal 6, dan telah disahkan sebagai pemilih dalam
melaksanakan hak pilibnya tidak boleh diwakitkan kepada siapapun dengan
alasan apapur ; :

Bagt penyindang cacat fisik dalam menggunakan hak pilthnya dibantu oleh

Panitia dan 2 (dua) orang saksi dari calon Kepala Desa yang berbeda.

Bagian Kedua
Hak Dipilii
Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Kepala 1Jesa adalah Penduduk Desa setempat

Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b. setia dan taat Lepeda Pancasila dan UUD 1945

c. tidak pernah terlibat langsnng atau tidak langsung dalam kegiatan yang
mengkhianati Pancasile dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30S/PKI
dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Perfama
atau sederajal dan atau berpengetahuan yang sederaiat ;

berurnur sckurang-kurangnya 25 tahun dan paling tingpt 55 tahun;

¢

f. schat jasmani dan rohani;,



g. nyata-uyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;

h. berkelakuan baik ;

i. tidak parnah dihukwmn penjara karona molakukan tindak pidana |

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap

k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desanya ;

1 bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;

m. terdaftar secara sah sebagai pe-nciuduk dan bertempat tinggal tetap di
Desa yang bergangkutan sekurang-kurangnya 2 (Caa) tahun terakhir
dengan tidak terputus-putuc, kecuali Putra Desa yang berada di luar

Desa terscbut.;

(2) PNS/TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagar Kepala Desa

3)

)

(2)

3)

@
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apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
juga harus memiliki Surat Keterangan Pérscmiuan dari atasannya ;
Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa terhitung
sejak tanggal Pelantikannya, harus bertempat tinggal tetap di Desa yang
bersangkutan, :

BAB YV

PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 9

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 {cnam) bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan ; '

Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa menyampaikan
pertanggungjawwaban akhir masa jabatan kepada rakyat melalui BPD ;
Paling Iaﬁlxat 7 (dua) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Kepala
Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru ;

Apabila dalan jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), proscé Pemilihan Kepala Desa belum selesai dilaksanakan, maka
BPD dapat mengajukan kepada Kepala Daerah perpanjangan wakfu
Pemilihan Kepala Desa paling lama 30 (tigapuluh) hari ;

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai
dengan ayat (4), Koordinator Kecamatan dan Camat berlewajiban
memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 10

Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada BPD
melalui  Panitia dengan dilampiri berkas persyaratan vang telah ditentukan

sebagaimara dimaksud dalam Pasal 8.
Pasgal 1}

(1) Berdasarkan permolwonan pcnénionan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasa! 10, sclanjutnya diadakan penelitian persvaratan administrasi
berdasaran persyaratan yang telsh ditentukan dan hasiinya dituangkan
dalam B :rita Acara Hasil Penelitian ;

(2) Berdasarkan hasil penelitian scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pemohon viang memenuhi persyaratan ditetapkan Danitia scbagai Dakal
Calon ; :

(3) Bakal Calon sebagaimana dimaksud dzlam ayat (2), dizjukan oleh Panitia
kepada BPD untuk ditctapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak
dipilih dengan Kepuiusan BPD.

Pasal 12

(1) Bakal Calon Kepala Desa setiap saat dapat mengrndurkan dici sceara
tertulis ;

(2) Bakal Calon Kepala Desa vang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala
Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri ;

(3) Apabila Calon Terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum

pelantikar diadakan Pemilihan Ulang,

BAY VI
KAMPANYE CALON IUZPALA‘DESA
Pasal 13

(1) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, dimulai paling lambat

7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara,
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(2) Tata tertib yang memuat bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, larangan

(D

2)

3)

4)

(5)

ey

(2)

®)

4

dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh Panitia
berdasarkan hasil kesepakatan para Calon Kepala Desa.

_ BAB VIl
PEMITLTHAN CALON KEPALA DESA
Bagian Pertama
Femungutan suara
Pasal 14

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan,
Panitia memberitahukan kepada masyarakat tentang ‘akan dilaksanakan

Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka waktu dan

tempat pemungutan suara, nama-nama Calon Kepala Desa, dan daftar
pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia g

Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan
Pemungutan suara ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa atas dasar -
hasil musyawarah Panitia, Calon Kepala Desa dan para saksi yang
dituangkan dalam Berita Acara ; |

Surat undangan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat hari,
tanggal, pukul dan tempat pemungutan suara ;

Surat wrdangan  scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan nomor
urut sest:ai nomor urut pada daftar pemilih yang disahkan :

Untuk mernbukiikan sahnys surat undangan yang dibawa pemilih pada
saat akan menggunakan hak pilihnya, Panitia mencocokkan nama yang

bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain,
Pasal 15

Pemilihan Kepala Desa bessifat langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan
adil ;

Setiap warga desa vang mempunyai hak pilin, hanya mempunyai 1 (satu)
suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apnpm: :

Pemungutan suara _dilaksan-ian pada hari, tanggal, pukul dan tempat
yang telah ditentukan clzh Panitia atas persctujuan BPD ;

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Cslon Kepala Desa wajib

berada di tempat pemungutan suara,
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Pasal 16

Anggota BFD, Panitia dan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan
terdaftar dalam Daftar Pemilih yang sudah disahkan’ tetap mempunyai hak
untuk menggunakan hak pilihnya. '

#1
]
(A

Pasal 17

Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Panitia,
Calon Kepala Desa, Saksi dan unsur Pemerintah Daerah.

Bagien Kedna |
Calon Kepala Desa Tidak Dapat Hadir
Pasal 18

Kecuali dalam hal Caloen Kepala Desa tidak dapat hadir karena sakit yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pcmerintnh; maka scbagai gantinya
ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 20 R.

Bagian Ketiga
Saksi
Pasal 19

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara (H-7), para Calon
Kepala Desa mengajukan &ﬁar nama-nama saksi kepada Panitia ;

(2) Pengajuan saksi kepada Panitia Pemilihan sebagaimnana dimaksud dalam
ayat (1), dilakukon sccara tertulis, masing-masing Calon Kepala Desa

paling banyak 2 (dua) orang setiap tempat penghitungan suara.
Pasal 20

(1) Paling lama 5 (lima) hari sebelin Pemungutan suara para saksi sudah

diberikan penjelasan olch Panitia mengenai tugas dan kewajibannya;
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(2) Tugas dan kewajiban saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :

(D

@
3)

(1)

(2)

(4

a. Mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesainya
penghitungan suara ; :

b. Menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan ;

¢. Menyatakan gah fidaknyé surat suara | '

d. Menandatangani Berita Acara dalam prnses Pemilihan Kepala Desa

sesuai dengan ketentuan,

BAB VII
PELAK SANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 21

Sebelom pemungutan suara dimulai Panitia membuka kotak suara dan
memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang
hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali,
mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi
sternpel Panitia ;

Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia;
Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila
curat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, periiih berbak
meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat svara yang rusak

tersebut kepada Panitia hanya 2 (dua) kali.
- Pasal 22

Pemungutan suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang
memuat tanda gambar calcn.chala Desa ;

Pencoblosan  surat  suara sebagaimana dimaksud dalata ayat (1)
dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah
disediakan oleh Panitia Pemilihan ; .

Pemilih yang masuk ke dalam bilik adalah pemilih vang akan
menggnnakan bak pilihnya ;

Pemilih vang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat
suara vang taru hanya 1 (satu) kali, getelah menyerahkan surat suara yang

kelii dicoblos kepada Panitia Pemilihan ;
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(3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke

dalam kotak suara yang disediakan Panitia dalam keadaan terfipal.

Setelah Pemungutan suara selesai dilaksanakan Panitia pada hari itu juga
menandatangani Herita Acara Pelaksaraan Pemungutan Suara bersama-sama
dengan para Calon Kepala Desa dan Sakei.

AR IX
' PELAKSANAAN PENGIINLILNGAN SUARA
Pasal 24

(1) Setelah sclesainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal
23, Panitia membuka kotak suara, meneliti setiap lembar surat suara satu
per satu dan membacakan tanda gambar calon Kepala Desa yang mendapat
suara tersebut serta mencatatoya dipapan tulis, uniuk diketahui oleh para
Calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir';

(2) Pembacaan surat suara dﬂakul;an oleh Panitia secara tegas dan jelas serta

ditunjukkan kepada para saksi yang, telah ditunjuk olsh Calon Kepala Desa.
Yaszal 25

(1) Surat suara dinyatakan sah apabila didalara sural suara hanya terdapat satu
bekas Tubang tusukan/coblosan, tepat pada salah satu kotak tanda gambar
Calon Kepala Desa, dengan menggunakan alat yang telah disediakan

(2) Sural snara dinyatakan tidak sah apabila :

a. Tidak memakai surat suara yang relah ditentukan;

b, Tidak terdapai tanda tangan Ketua Puartia Pemilihan pada Surat Svara;

c. Ditanda tangani atan mencantumkan identitas Pemitih ;

d. Membetikan suara jebili dari salu pada Calon Kopala Desa :

¢. Mencoblos tidak tepat pada salah satu kotak tanda gambar yang telah
disediakan;

f. Mencoblos surar suara tidak dengan alal yang telab disediakan oleh

panitia.
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sebelum

pemungutan suara dimulai, diumumkan kepada pemilih.
Pasal 26

(1) Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbany 1k dinyatakan sebagai
calon terpilih ;

(2) Apabila Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak
lebih dari satu orang dcﬁgan jumlah yang sama, maka untuk menentukan
calon yang bethak menjadi Kepala Desa diadakan pemungutan suara
ulang; ‘

(3) Pemungutan suara  ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanalcan hanya untuk Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak
dengan jumlah yang sama, paling lama 30 (tigapuluh)  hari sejak
perandatonganan Berita Acara pemungutan suara ;

(4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagahnmm dimaksud dalam ayat (3)
hasilnya tetap sama, keputusannya diserahkan kepada Panitia dan Calon
Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 27

Haril penghitungan suara oleh Panitia diumumkan dan dibacakan perolehan
sara masing-masing Calon Kepala Desa dan «ituangkan dalam Berita Acara
~ Penghitungan Suara serta ditanda tangani bersama-sama dengan para Calon
Kepala Desa dan Saksi.

Pasal 28

Apabila terdapat calon Kepala Desa dan atau saksi tidak mau mcnanda tangani
Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan 27, sepanjang pelaksa-
naannya telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan
telah dimusyawarahkan dengan BPD, Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan
qah dan dituangkan dalam Berita Acara.
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BAER X
PENFTAPAN CALCN TERPILTH
Pasat 29

(1) Berila Acara Proscs Pemililian  Kepala Desa dan laporan pelaksanaan
‘tugas Panitia disampaikan kepada BPD ;

(2) Bcrdaﬁarkan Berita Acara Proses Pmﬁilihan Kepala Desa dan laporan
pelaksuanaan tugas  scbagairuma  dimaksud dalam ayat (1), BPD
menetipkan Calon Kepala Desa Terpihh dengan Keputusan BPID.

BAB Xl
PENGESAHAN DAN PELAWITKAN
KEPALA DESA TERPILIH
Bagian Pertama
Pengesahan Kepala Desa Terpilih

Tasal 30

(1) Calon Terpidh webagaimana  donaksud dalam pasal 29, olch BPD
disampai},attr ¥epada Nepala Dacrvah unfuk disabkan dengan mencrbitkan
Eeputusan Kepala Dacrah tentang Penpesahan tepala Desa Torpilih paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD tentang
Penetapau Calon Kepala Desa Terpilih ;

(2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku
sejak pelantikan, ' :

Bagian Kedua
Pelantikan dim Pengueapun Sumpalyjanji

Fasal 3)

Paling lama 30 {ligapulul) hai seteladr dits -vitkannys Keputusan Kepala
Daerah, maka Hopala Desa yang bersanghutan diloniik oleh Kepala Dacrah atan

Pejabat yang ditunjul.
Pasal 32

(1) Pelanﬁkan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih hasil
proses Pemililian Kepala Desa sehagaimana dimalsud dalam pasal 9 ayat

?), dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama ;
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(2) Apabila pelaksanaan pelantikan dimaksud dalam ayat (1) jatub pada hari

3)

1)

@

@)

libur, maka pelantikan diiaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari
sebelum hari libur;

Dalam hal pelantikan Kepala Desa scbagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tidak dapat dilaksanakan tepat waktu Kkarena alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tigapuluh) hari
sejak tanggal berakhirnya‘masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 33

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan

dengan susunan acara sebagai berikut:

a. Pembacaan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Kepala
Desa Terpilih ; |

b. Pengambilan Sumpah/Janji oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk ;

Penaudatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
Kata-kata Pelantikan ;

Penycmatan Tanda Jabatan |

e o

Penaidatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan |

Sambutan Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk :

Do'a.

Dalam pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

= R. e

Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

Susunan kata-kata sumpah/jaqii Kepala Desa sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

" Demi Aﬂah (Tuhan), saya Bersumpah/bcljanji bahwa saya akan
meraenuhi kewajiban saya selaku Kepila Desa dengan sebaik-baiknya,
scjujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan
bahwa saya akan menegakkz.. kehidupan demokrasi dan Undang-undang
Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia",
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Pasal 34

(1) Pelantikan Kepala Desa ebagain{ana dimaksud dalam pasal 33,
diselenggarakan di Pusat Pemerintah Desa dalam suatu upacara yang
dinadiri Anggota BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, Perangkat Desa,
Panitia, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan;

(2) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan
pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), di tempat lain yaitu di Pusat Pemerintah
Kabupaten atau Kantor Koordinator Kecamatan atau Kecamatan.

Pasal 35

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang
akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
BAB XII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 36

(1) Besarnya. biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan olch BPD atas usul
 Panitia; :
2) Biaya Pemilihan chala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
. dibebankan pada APBD dan dapat bersumber dari swadaya masyarakat ;
(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
a. biaya Administrasi ;
b. biaya penjaringan dan penyzaringan ;
& bia'ya kelengkapan penyelenggaraan pemungutan suara ;
d. biaya Rapat-rapat, Konsumsi dan Panitia ;
e. biaya petugas ; :
f. biaya konsultasi dan lain-lain.

BAB XII
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 37

(1) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk satu
kali masa jabatan terhitung sejak pelantikan ;
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(2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

(1)

)

€))

(1

)

3)

telah bera'akhh‘, yang bersangkutan  tidak boleh dicalonkan dan atau

mencaZon<an kembali untuk masa jabatan berikutnya.

B AB XIV
TUGAS DAN KEWAIJIBAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Tugas dan Kewajiban Kepala Desa
Pasal 38

Tugas dan kewajiban :
memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;

S o

membina kehidupan masyarakat Desa;

membina perekonomian Desa;

2.

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

e

mendamaikan perseliéihan masyarakat di Desa;

™

mewakili Desanya didalam dan diiuar Pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukwnaya, "

Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa.

Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Dess bersifat
mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 38, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak
diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada
maéy'arakat;

Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan
mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyaraka®, dapat
diberikan tegoran atau peringatan tertulis oleh Badan Perwakilan Desa;
Tegoran atau pcringét:m tertalis scha_gaimmi:t dimaksud dalam avat (2)

dalam rangla perbaikan kinerja Kepala Desa.
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Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Kepala Desa
Pasal 40

(1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
(2) Dalam meclaksanakan tugas ddn'rkcwajibannya Kepala Desa :
a. bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa ; dan
b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kcpada Kepala
Daerah.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri
a. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ;
b. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan ;
(4) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa kepada Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
a. Laporan pelaksanaan tugas akhir tahun anggaran ;
b. Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan ;
¢. Laporan pelaksanaan tugas pembantuan ; ‘
d. Laporan  insidensil berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah
Kabupaten dan atau Propinsi dan atau Pusat ;

~ Pasal 41

(1) Pertanggungjawaban akilir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3) huruf a, merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja
berdasarkan tolok ukur :

a. APBD ; dan
b. Kebijakan yang ditetapkan bersama BPD scbagaimana dimaksud pada
pasal 40 ayat (1) ;

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibacakan
Kepala Desa di depan sidang Paripurna BPD paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran;
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Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2)‘ diserahkmp kepada BPD untuk dilakukan
penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku ;

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam rapat
Paripurna BPD yang sckurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota;
Penilaiat: BPD atas pertanggungjawaban Kepala Desa paling lambat selesai
30 {tigapuluh) hari sejak dokumen pértanggungiawahan akhir tahun
anggarar: diserahkan ,

‘Apabila sampai dengan 30 (tigapuluh) hari sejak penyerahan dokumen,
penilaian BPD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun
anggarai tersebut dianggap diterima ; :
Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa apabila terdapat
perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD yang merupakan
penyimpangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
berdasarkan tolok ukur APBD dikembalikan kepada Kepala Desa disertai
alasan penolakannya untuk dilengkapi dan atan disempurmakan ;
Kelengkapan dan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7) discrahkan kembali kepad> BPLs pai'ng lambat 30 (tigapuluh) hari
untuk diadakan penilaian kembali ;

Penilaian kembali scbagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan ayat (4) dan apabila dalam jangka waktu 30
(tigapuluh) hari sejak pcn.yemimn dokﬁmen kembali penilaian BPD belum
dapat cisclesaikan, perftanggungjawaban akhir fahun anggaran tersebut
dianggap diterima ; |

Keputusan penolakan atas pertangglmgiawabad Kepala Desa sekurang-
kurangnya mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota BPD yang
hadir, dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 42

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat /10) dilengkapi
dengan alasan dan saran perbaikannya ;

Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari saran perbaikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap tidak diindahkan, BPD) dapat
memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa.
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Pasal 43

Apabila pertanggungjawaban akhir tahun langgaran Kepala Desa ditolak dan
diberikan Tegoran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka BPD

(D

@

- (3)

)

(2

)

dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah.

Pasal 44

Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
43, diadakan penelitian oleh Tim Peneliti ;
Apabila Tim Peneliti menilai keputusan BPD atas penolakan
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, maka us):dan pemberhentian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43, diteruskan kepada Kepala Daerah untuk
disahkau pcmbcrhcntiannya ;
Apabila Tiia Peneliti menilai keputusan BPD atas ketidakcocokan
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, maka Xepala Daerah menolak usulan
pember! entian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan disertai
alasan-alasannya dan menyampaikan kepada BPD untuk membatalkan
keputusan penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala
Desa. ‘
Pasal 45

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3) huruf b, merupakan pertanggungjawaban’ atas pelaksanaan
tugas-tugas umum, pemerintahan dan pembangunan yang merupakan
kinerja Kepala Desa selama masa jabatarnya berdasarkan tolok ukur

- APBD dun kebijakan yang ditetapkan bersaina-sama BPD ;

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibacakan
Kepala Desa di depan sidaryg Paripuma BPD, 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan;

Dokumen pertanggunigjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diserahkan kepada BPD untuk dilakukan penilaian sesuai
dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku ;

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam rapat

Paripurna BPD yang paling sedikit dihadiri 2/3 dari jumlah anggota;
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(5) Penilaian BPD atas pertanggungjasvaban akhir masa jabalan Kepala Desa
paling lambat selesai 30 (tigapuluh) hari sejak  dokumen
pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut diserahkan ,

(6) Apabila sampai dengan 30 (tigapuluh) hari sejak penyerahan dokumen,
penilaian BPD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir masa
jabatan tersebut dianggap diterima ;

(7) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa apabila terdapat
perbedaan yang nyata dalam penyeclenggaraan pemerintahan Desa dan
merupakan  penyimpangau  dengan  alasan  yang  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur APBD dan kebijakan yang
diteiapkan bersama-sama BPD dan dikembalikan kepada Kepala Desa
disertai alasan penolakannya untak dilengkapi dan atan disempurnakan ;

(8) Kelengkapan dan atau penyempurnaan sébagaimana dimaksud dalam ayat
(7) diserahkan kembali kepada BPD untuk diadakan penilaian kembali ;

(9) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan ayat (4) dan apabila dalam jangka waktu 30
(tigapuluh) hari sejak pénycrahan dokumen kembali penilaian BPD belum
dapat disclesaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut
dianggap ditzrima ; -

(10) Keputusan penolakan atas pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala
Desa sckurang-kurangnya mendapatkar persetujuan 2/3 dari jumlah
anggola yang hadlir,

Pasal 46

(i) Penolakan atas pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 45 ayat (10), disampaikan Kepala Desa disertai
dengan alasan-alasan dap saran perbaikan ;

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari, saran perbaikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan olech Kepala Desa,
maka BPD dapat memberikan peringatan tertulis dan meneruskan kepada
Kepala Daerah untuk diadakan penelitian.

Pasal 47

(1) Laporan pelaksanaan tugas akhir tahun anggaran s:bagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, dibuat secara tertulis paling lambat 3 (liga)
bular setelal berakhirnya tahun anggaran kepada Kepala Daerah melalui
Camat ;
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(2) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui
Camat;

(3) Laporan pclaksanaan tugas pemb.mtu@ scbagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (4) huruf c, dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang
beriaku kepada Kepala Daerah melalui Camat ;

(4) Laporan insidensil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d,
dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala
Daerah melalui Camat. ‘

Pasal 48

(1) Camat - sebagai Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi laporan
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, paling lambat 30 (tigapuluh) hari
sejak diterimanya ; :

(2) Hasil evaluasi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada
Kepala Dacrah melalui Koordinator Kecamatan tembusan Kepala Desa ;

- (3) Jika dalam evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat hal-hal
yang tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan kepada Kepala Desa -
untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari harus
sudab dikembalikan lagi kepada Camat ;

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), perbaikan tersebut belum dikcxﬁbalikml, maka Camat dapat
meminta kepada BPD untuk memberikan peringatan tertulis kepada Kepala
Desa ;

~ (5) Apabila dalara jan'gka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya
penyampaian permintaan pemberian peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), BPD belum memberikan peringatan tertulis
kcpada Kepala Desa, maka permintaan tertulis tersebut dianggap sudah
dibuat din disampaikan kepada Kepala Desa ;

(6" Peringatan tertulis scbagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (3), diberikan
paling banvak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat

dalam teagpang waktu masing-masing 60 (enampuluh) hari ;
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Apabila peringatan tertulis JIT dengan batas waktu yang telah ditetapkan
berakhir dan tidak diimlahkén oleh Kepala Desa, maka BPD mengusulkan
pembertientian kepada Kepala Daerah |
Camat atas dasar tembusan peringatah tertulis I, I dan TII sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) mengusulkan ﬁemberhentian. Kepala Desa kepada
Kepala Daerah.

Pasal 49

Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48
ayat (7), diadakan penelitian oleh Tim Peneliti ;

Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)' bertugas mengadakan
penelitian terhadap kebenaran alasan usiilan pemberhentian Kepala Desa
dimaksud :

Apabila Tim Peneliti menilai usulan BPD tersebut benar dan telah sesuai
Gengan Lotontuan yang berlaky, maka usulan pemberhentian terscbut
diveruskan kepada Kepala Daerah uriuk disahkan pemberhentiannya ;
Apabila Tim Peneliti menilai asulan BPD tersebu? tidak benar dan tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dacrah menolak

usulan pemberhentian tersebul,
Pasal 50

Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48
ayat (8), diadakan penclitian olch Tim Peneliti ;

Tim Pencliti scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengadakan
penelitian terhadap kebenaran alasan usulan pemberhentian Kepala Desa
dimaksud ; '

Apabila Tim Peneliti menilai usulan Camat terscbut benar dan telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah menyampaikan
kepada Comat untuk mencruskan kepada BPD agar mengusulkan
pcmhcrhcntian Kepala Desa yang bersangkutan |

Usulan pomberhentian Kepala Desa sehagaimana dimaksud dalam ayat (3)
ditujub an kepada Kepala Dacrah melalui Camal paling lama 7 (tujuh) hari
seiak literimanya dokumen sebagaimana dimaksud dalam aya! (3) oleh

BPD ;.
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Apa_bila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), BPD
belum mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka dianggap iclah
membuat dan mengusuikan, sehingga Kepala Daerah dapat menctapkan

pemberhentiannya.
BAB XV
LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 51
Kepala Desa dilarang :

a. membuat suatu kebijakan yang sccara khusus memberikan keuntungan
bagi dirinya, anggnta keluarganya, golongan tertentu, atau kelompok
politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau
mendiskriminasikan warga desa dan golongan tertentu, dan atau ;

b. menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat
diduga akan mempengaruhi ' pengambilan  kebijakan  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan atau

¢. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan,
diluar rindakannya dalam mewakili Desanya.

Pelanggaran yang dilakuken terhadap larangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), maka Kepala Desa dapat diberikan Tegoran atau peringatan

tertulis oleh BPD dalam rangka memperbaiki kinerja Kepala Desa.

- BAB XVI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara
Pasal 52

Kepala Desa yang didakwa dan atau tersangkut dalam suatu tindak pidana

kejahatan dengan arcaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahwn, BPD

dapat menqusulkan pemberhentian  scnaentara Kepala Desa dan

pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah ;
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. (2) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertuma diryatakan
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bahwa Kepala Desa tersebut tidak terbukti melaknkan perbustan yang
didakwalan dan atau tidak terlibat, ‘maaka Xepala Dacrah mencabut
Keputusan Pemberhentian Sementara dan mengukuhkan kembali scbagai
chala Tesa; :

Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti
melakukan perbuatan yang didakwakan dan atau terlibat, sedang Kepala
Desa tersebut melakukan upaya banding atau kasasi, maka status
pemberhentian sementara yang bersangkutan belum dapat dicabut, tentang
dikukuhkan kembali atan diberhentikan sebagai Kepala Desa tergantung
dari putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Bagian Kedua:
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 83
Kepala Desa yang mendapatkan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam svatu perkara pidana, BPD
mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat
Kepala Desa kepada Kepala Daerah |
Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan
ketentuan : :
a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana k¢jahatan ; dan
b. menjalani hukuman penjara.

Pasal 54

Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibannya karena berhalangan sementara, maka tugas schari-hari
dilaksanakan oleh Sekretaris Desa paling lama dalam wakta 12 (duabelas)
bulan ;

Apabila Sekretaris Desa lowong pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Desa
dapat dilzksanakan oleh Perangkat esa lainnya ;

‘Apabila dalam jangka wakiu paling lama 12 (duabelag) bulan
sebagaimana dimaksud  dolam ayat (1), Kepale Desa belan dapat
menialankn fueas, wevrenasg dan hewajibaunya, TPD dapat mengusulkan
wemiorieatian Kerals Doa dan ronmanstatn Pentchar Reaals Noss

kepada Kepala Daerah :
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Anabila sebelum jangka wakn 12 (duabelas) bulan secbagaimana
dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan surat keterangan dari Dokter
Pemerintah, Kepala Desa dinyatakan tidak mampu untuk  menjalankan
tugas, wewenang dan kewajibannya, BFPD dapat mengusulkan

pemberhentian kepada Kepala Daerah.

Pasal 35

Kazpala Desa berhenti, karena :

a. meninggal dunia;

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

¢. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melangar sumpah atau janji ;

d. berakiiir masa jabatan ; dan

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
pcmn'iang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat Desa.

Pcmbérhcntian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

difakukaa oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa ;

Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud

dalam ayat '(1) huruf ¢ dan e melalui mekanisme pemberian peringatan

tertulis I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 60 (enampuluh)

hari ;

Apabila peringatan tertulis III dengan batas waktu yang telah ditetapkan

berakhir dan tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka BPD dapat

mengusulkan pemberhentian kepada Kepala Daerah.

rasal 356

Usulan pemberhentian K.cpalarDesa sebagaimana dimaksud dalam pasai 55
ayat (4), diadakan penelitian olch Tim Peneliti ;

Apabila Tim P;:ncliti menilai usulan BPD tersebut benar dan telah sesuai
dengan Lketentuan yang berlaku, maka usulan pemberhentian tersebut
diteruskan kepadz Kepala Daerah untuk disahkan pemberhentiannya;
Apabila Tim Peneliti menilai usulan BP’D tcrscBm tidak benar dan tidak
sesuai denpan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Daerah menolak

usulan pemberhentian tersebut.
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Pasal 57

Tim Peneliti sebagaimana dimaksud da]a;n pasal 44, pnsal 46, pasal 49 dan
pasal 56 dibentuk olch Kepala Dazeruh ;

Tira Peneliti sebagaimanz dimaksud dalam ayat (1) buaanggotakan instansi
terkeit di  Kabupaten, Koordinatoi- Kecamatan dJdan Camat  yang

bersangkutan sesuai dengan kebuwhian,

BAB XVII
LOWONGAN JABATAN XEPALA DESA
Pasal 58

A}

Jabatan Kepala Desa disyatakan lowong dalam hal Kepala Desa berhenti
atau diberhientikan olel Kepala Daerah |
Scbab-szbal jabatan Kepala Desa lowong sebagaimana dimaksud dalam

pasal 53 ayat (1), pasal 34 ayat (2), pasal 55 ayat (1).
Pasal 59

Felaksanaan pmscé pengisian lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana
dirnaksud dalam posal 58 paling lama 6 (cnams) bulan sejak terjadinya
lowongan jabatan Kepala Desa ;

Uniuk palakeanaan prosss pengisian jabatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Koordinator Kecamatan Jan Camat berkewajiban
memberikan padoman, bimbingan, pelatiban, arahan dan supervisi sesuai

dengan | eraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 60

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daeral atas usul BP)D darl Perangkat Desa
Penjabat Kepala Desz sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilantik oleh

Kepala Daerah atan pejabat vang ditunjul ;
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(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayvat (1)
paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tahun berikutnya atas
usul BPD

(4) Tugas, wewenang dan kewajiban Pehjabat Kepala Desa adalah sama
dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, tidak termasuk

rengisian jabatan Perangkat Desa.
i \SD .j g
Pasal 6!

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 60
dilaksanakan apabila terjadi hal-hal scbagaimana dimaksud dalam pasal 52 avai

(1), pasal 53, pasal 54 ayat (3) dan (4), dan pasal 55 ayat (1).

BAB XIX
PEMBINAAN
Pasal 62

(1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dalam  proses
pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa ;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam arti memf{asilitasi
vaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-(3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan scbagaimana
dimaksud dalam ayat (1), kepada Perangkat Daerah;

(4) Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam avat (3), berkewajiban
melaporkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kepala

Dacrah.

BAD XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dacrah
Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemili-
han, Pelant'kan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2000 Nomor 14/D Seri D) dinyatakan masih berlaku sampai

dorsiamalic@ap s Petlingul pelaksanaan Peoitannm Oaciah
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Pasal 64
Kepala Desa vang diangkat dan ditetdphan sehelum Pormivian Dacrah ind
litctapkan, - masa  jabatannva tolap,  borderwiom - ewla porihuan
pengangkatannya : .
B AR XXI
KETENTUAN PENUTLP
Pasal 63
Hal-hal yan_ belum diatur dalam Perawran Daerah ini, sepasjanc menoenai
pelaksanaannva, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dacral.
- Pasal 66
Dengan ditetapkan Peraturan Dacrah ini,.]’cmimun Pagral i;‘.:i\u;w.nl..-n i
Nomor 9 'J'nhuﬁ 2000 dinvatakan tidak berlaku,
Pasal 67
Peraturan Daszrah ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengelahuinva, memerintaiikon  pengundangan
Peraturan Decrab ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Mabu-
paten Kediri.
Disahkan i Kedir:

pada flanggal 2 - |- 2002

bl SLEAENG

Diundangkan i Fedir
; ; Disalin Scsuai dengan aslinva

pada tangga!l 2 - 12 - 2002 S . =
a¢g o e
: : Y ang meiiamniy

An. BUPATI REDIRE

SEKRETARIS DAER.ALL S Sgs e e
SRS e o < 1 S0 D) R SR G T

b

Drs. H. DIOKO SORFAR SO

LEMBARAN D AERAIL S ARL PATEN KFEDIRI

Nip 0101087 =547

TRELAC 20 REPOR =% - BERI-
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILTHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA. DESA
I, PENJELASAN UMUM.
3ahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pzmerintahan Desa secara efektif dan efisien
sesuai ketentuan pasal 72 Peraturan. Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa, 'maka dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pclannkan dan Pemberhentian Iepala Desa yang ditetapkan dalam
Peraturar Daerab.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 angkal g/d 15 : Cukup jelas
angka 16 . - Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalal: tokoh adat,
tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-
pemuka masyarakat lainnya ;
- Tokoh yang dimaksud adalah Pimpinan / Pengurus or ganisasi
yang bersangkutan.
angka 17 s/d 28 : Cukup jelas
Pasal 2 s/d Pasal 3 :Cukup jelas
Pasal 4 ayat(1)
huruf a s/d ¢ : Cukup jelas
huruf d . Yang dimaksud memenuhi syarat adalah telah melengkapi
berkas persyaratan administrasi :
huruf e s/d j : Cukup jelas
ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud berhalangan adalah pindah tempat tinggal,
mengundurkan diri, naik haji, meninggal dunia dan sakit.
Pasal 6 huruf a “Yang dimaksud terdaftar secara sali adalah terdaliar dalam
Buku Induk Penduduk Desa yang bersangkutan ;
huruf b . Cukup jelas.’

Pasal 7 . Cukup jelas



Pasal 8

Pasal 9

ayat (1)
huruf 2 s/d b
huruf ¢

huruf d

huraf e s/d h
huruf i

huruf j ¢/d 1

huruf m

ayat (2) dan (3} :
ayat (1) ¢/d (3):
avat (4)

Cukup jelas

: - Ketentnan  dimaksud bisa dikesampinckan, selama lembzga

yang menangani belum ada
- Surat Keterangan dimaksud dibuat / dibuktikan dengan surat

remyataan vang bersangkutan

. ~ foto copy ijasah dad sekolah formil dilegalisis oleh instansi

Pemerintah vang berwenang :

foto copy {iasah dari sekolah informil dilegalisir oleh instansi
/sckolah  yang bersangkutan dilengkapi dengan surat
keterangan keberadaan/pengakuan instansi/sekolah tersehut
dari Pemerintah ,

Yang dimaksud berpengetahuan sederajat yaitu :

- Perangkat 1Desa berijasah SD, berpengalaman dan mempuanyat
masa kerja minimal 8 (delapan) tahun

- PNS/Pensiun minimal pangkat terakhir 1/ b ;

- TNI/Purna minimal berpangk~t Serda ;

- POLRI/Purna minimal berpangkar Bripda.

- Tokoh wmasyarakai/tokoh agama dilenglapi dengan sural
keterangan duri in”\uk organisasinyz yang bezangkutan

Cukup jelas

: Flukuman penjara adalah hukuman badun dalara Lembaga

Penawyarzkatan sebagai narapidana atas cksekusi putusan

pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

: Cukup jelas

. Yang dimaksud Putra Desa adalah

- Ketika lahir orangluanya terdafiar secara sah di Desa yang
bersanghutan :

- Minimal bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sejak
lahir saompai umur 12 tahun

Cukup jeolas

Culup jelas

: - perpanjangan waktu dimaksudkan, bahwa proses Pemilihan

Kepala Desa sudah berjalan ; dan
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- apabila Kepala Desa sudah berakhir masa jabatannya dan

Penjabat Kép.;sla Desa belum diangkat, maka pelaksanaan
tugas-tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa ;-

Pasgal 10 cPepraciienan Peacalonsn  diguban  sepada BPD  dengan
hetonidan berweteial cukup
Pasal 11 s/d Pusal 12 . Cekup jelas
Pasal 13 ayat (1) s Owlcap jelas
ayat (2) . .~ Dalam menelapkan Tata tertib dilengkani dengan Berita
Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kampanye ;
- Penfuk-bentuk:  kamnpanye dapat  berupa  pidato/ceramah,
pawai, pcinasangan pamflet, gambar dll ;
= Pidatu/ceramsh berisi penyampaian progiam yang akan
dilaksanakan apabila terpilib scbagai Kepala Desa.
‘Pasal 14 s/d Pasal 17 : Cukup jelas ' ;
Pasal 18 : Pas Foto yang bersangkutan apabila tidak ada dapat digantikan
: dalam bentuk Lain / gambar alag uso! yang bereangkutan dan
itetapxan oleh Panitia,
Pasal 19 s/d Pasal2d : Cukupjelss
Pasal 25 ayat (1) | : Cukup jelas
ayat {2)
huruf a : Cutaip jelas
huruf b : Datam hal Ketua Panitia berhalangan maka tanda tangan dapat
ditayukan oleh Wakil Ketua'Sckictans alag dasar musyawarah
, dalam Panitia :
hurufe s/d t : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 26 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Pemungutan svara ulang dilaksanakan oleh Panitia dengan
menggunakan Daftar Pumilih yang telah disahkan
ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 27 s/d Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 uayat (1) : Cukup jelas
ayat (%) ‘Dalwa mengambil Keputusan BPD  dalam  Rapat BPD
dilenglapi dengan Derita Acara Rapat dan Daflar hadir.
Pasal 30 s/d Pasal 31 : Cukup jelas
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Pasal 32 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Setelah Kepala Desa dibcghentikain pelaksana tugas Kepala
Desa adalah Sekretaris Desa. oo
Pasal 33 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
ayat {3) : Pengieapan sampah atau janji Kepala Desa dilakukan menurut
agama vang diakui Pemerintah, yakni:
a. Diawali dengan uveapan "Demi Allah" untuk penganut
acama Isham ; -
b. Diawali dengan ucapan "Saya Menyatakan berjanii dengan
~ sungguh-sungguh” scriz diakhiri " Kiranya Tuhan menolong
: saya" bagi yang beragama Kristen Protestan / Katolik ;
c. Diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawiscsa" untuk
penganut agama Hindu :
d. Diawali dengan ucapan "Demi Sanghvang Adi Budha"
untuk penganut agama Budha.
Pasal 34 o/d Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Mekanisme pemberian tegoran ataw peringatan tertulis akan
diatur lebih lanjut otch Kepala Dacrah
Pasal 40 . Cukup jelas
Pasal 41 : Tata Cara penyampaian perlangguagjawaban akhir tahun
onggaran Kepala Desa dan penilaian BPD diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah.
Pasal 42 : Cukup jelas ‘
Pasal 43 ' Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali penolakan secara berturut-

turut adalah dalam 3 (liga) Tahun Anggaran secara bertuiut-

turut

Pasal 44 . Cukup jelas

Pasal 45 : Tata Cara penyampaian pertanggungjawaban akhir masa
jabatan dan penilman BYD diaws lebih lanjut oleh Kepala
Dacral.

Pasal 46 s/d Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 ayat(1) . Disangla atan tersangkut daiam suat tindak pidana dibukiikan

adanya sural dati Pihak yaog bervwenang.

ayrt(2) : Cukup jolas :
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ayat (3) : Setelah Amar Putusan Pengadilan menyatakan caliv: Kepala
Desu tidak terbukti melakukan perbuatan vang didakwakan dan
atau tidak terlibat, maka Kepala Desa diliukuhkan kembali oleh
Nopala Daceah tanpa Uoulan da BFL2

ayat (4) - Caicap jolas,

Pasal 33 : Cukap jelas

Pasal 54 ayat (1) c= Yaug dusaksud bernalangan sementara adalah antara lam
Cull, Tk Bagl, tnempuayai hajat, sakit. -

- Buthalungan sementara kavena saiat dan atau kecelakaan

harus Derdasarkan swgat Neworangan Dokter Pemerintah.

avat (2) : Cukup jelas.
aval (3) » Cukup ;:las.

Pasal 55 avat (1)
hurof o &/d d . Cubup jelas
hueuf o : Poratwran pornmdangundaagan yang balaku termasuk disiplin
dan tata lerith kerja
ayal (z) 8/d (4) . Culey jelas,
Pasal 56 s/d Pasal 61 : Cubup jelas
Pasal 62 ayat (1) : Pengawasan atas penyeienggarasn Pemeontalian Desa adalah
proses  Keglaten yang  digjukon  unich  menjanug gar
Porccdoiohan Desa berjaian sesuai  deages  rencana  dan
Lefontuan poraturan pevondang- indangan veng beriaic
ayai (2)  Ponbarian pedoman,  binabingic,  potutthan,  arahan  dan
speniad dilaksanakan  melakii tshap-iahap  proses
pewcetlentian dan penganghatan Acpala Dosa
ayat (3) Cukup jelas
FPasal 63
‘Pasal 64 ' : Yanyg dimaksud dengan bardasarkan rapataran

Cukup jelas

Pengangkatannya adalah surat Leputusan yang bessangkutan
berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Talwin 1397
atau Perda Kabupaien Kediri Nomor 9 Tahun 2000

Vagal 65 s/d Pasal 67 . Cubup jolas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABTIPATEN KEDIR]T NOMOR 3 1@ |



